PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 8 TAHUN 2005 ;i 1"
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RETRIBUSI 1ZIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN |
PENYOSOHANBERAS -':'1-'.5; HHE
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-BU PATI BOMBANA :

Menimbang : a. bahwa kekayaan sumber daya alam dlbldang pen;taman merupakan
"~ karunia dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esalyang| harus dikelola

. : - -~ secara efesien dan efektif serta bertanggung jclwab untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat dengan senantiasai memperhatikan

“-"*«-‘.___-kelestanan lingkungan hidup di sek1tarnya, i | |

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemenntah Nomor 66
Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka daerah diberi
kewenangan untuk melaksanakan pembinaan ]dan pembenan 1zin
Usaha Penggilingan Padi,:Huller dan Peny_osohan Beﬁls, ‘

c. bahwa berdasarkan pertimbangan' sebé?,mmanq dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Retribusi Izin Usaha Penggzlmgan Padl |Huller dan Penyosohan

Beras; : o '| ‘l

, . shnis
Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia } Tahun |1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3209);

. 2. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 1997 tentanlg PaJak Daerah dan
~ Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indcnes1a Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndoneSIa Nomor
- 3685) sebagalmana telah diubah dengan Undang Undang Nomeor 34
Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan. Retnbu i Daerah (Lembaran
‘Negara Republik Indonesia Tahun 2000| Nomor | 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorl 4048),| :

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentalng Plenyelenggaraan

- Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsz, ‘Kolisi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun|1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik | Indonesia Nornlor 3851),

4. Undang-Undang Nomor ‘29 Tahun 2003 terlntang!| Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobl, dan | Kabupaten Kolaka
Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembara Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4339); AR !I o

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lemb:-xr::m|| Negara - Republik
Indonesia Tahun 2004. Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesta Nomor 4389); .. . ¢ :
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‘6. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentans' Pemerintah Daerah
- {Lembaran Negara Republlk Indonesia : Tahun |2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndones1a rlomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor. 33 Tahun: 2004 tentang .Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat|sdan Pemenntah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia ; Tahun {2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonesia omor 4438);

_ (e
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan
Penggitingan Padi, Huller dan Penyosohan Bera AT

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordmam
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah- (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, . Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);  ~ i1 i | ili -

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 te tang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi: Sebagat Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik. Indonesiai Tahun|2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonemfl Nomor 3952);

. 11.Peraturan Pemerintah :Nomor 66 Tahun 2001 terltang . Retribusi
Daerah {Lembaran Negara Republik Indones:a ,Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonlemla Nomor 4139);

'12 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859(KptsllTP 250/11/98
tentang Pedoman Pemblnaan Perusahaan Penggi ingan Padl, Hutler
dan Penyosohan Beras, : S : ik
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Dengan Persetujuan Bersama

.

dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BoﬁsBkr;lA
BUPATI BOMBANA ,

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI I;IN USAHK PENGGILINGAN
PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS. . ", " 1| ||V |

BAB 1 | = RHEHE
KETENTUANUMUM - .. i

Pasal 1 ’

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : o b .
a. Daerah adalah Kabupaten Bombana; o 5: i '-‘ i =
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana, t
¢. Kepala Daerah adalah Bupati Bombana; - o :‘ 1B
d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dlbldang Retr:ilaﬁsi' Daeriah sesuai

“dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; ; SR ; :
e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comandxter, persergan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk
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apapun firma, kongsi, koperasi, dana penswn, persekutuan, perikumpulan, yayasan,
- organisasi massa, organisasi sosial politik atau orgamsas:, yang sejenis, - lembaga,
bentuk perusahaan tetap, dan bentuk badan usaha lainnya; | 1T

- Penggilingan padi adalah setiap perusahaan yang dlgerakkaﬁ dengan tenaga ‘motor
penggerak dan ditujukan untuk mengolah padt!gabah menjadi be asl sosoh

- Huller adalah setiap perusahaan yang d:gerakkan dengan[ tenaga motor dan
ditujukan serta digunakan untuk mngolah padi/gabah menjadi be asI pecah kulit ;

- Penyosohan beras adalah setiap perusahaan yang dtgerakkan dengan tenaga motor
dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah beras pecah kuht menJadl beras
sosoh; = _ |

. . r Ll H | I ; .

. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan . untuk mencan, . mengumpulkan dan
~mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang undangan
Retribusi Daerah; . G !, RN

Perusahaan adalah Badan Usaha yang melakukan usaha, dibidang uséha Penggilingan
Padi, Huller dan Penyosohan Beras; PRI : |

.n‘i-,|! -;

. - Surat 1zin Usaha Penggilingan Padi (SIUPP) adalah surat izin yang d1benkan kepada

perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan! Berav' u;rtuk melakukan
_kegiatannya; : SN \i 5 .

. Retribusi lzin Usaha Penggilingan Padi yang selanjutnya dlSElet Retnbusi adalah

-pembayaran atas pemberian izin dan pelaksanaan kegiatan usaha oleh Kepala Dmas
“kepada Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, ,'

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana i i

. -Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang rnenurut peraturan Perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribus'l, .

| .
'Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk pemanfaatan jasa- dan perizman Pemenntah Daerah yang
bersangkutan; - 'l ‘!I oo

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkalamttndakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk
‘mencari serta mengumpulkan bukti dan:dengan bukti: Itujmembuat terang tindak
-pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkdnya C
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'NAMA, OBYEK DAN SUBYEK REI'RIBUSI il
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Pasal -2 ;
P

Dengan nama Retribusi 1zin Usaha Penggllingan Padi, Huller dan iPefnyo‘sohén Beras,

dipungut Retribusi.

Pasal3 :g“'_? o é‘
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Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan fzin usaha Penggillngan Pszi Huller dan

Penyasohan Beras SRR
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Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Setiap orang atau badan usaha yang telah rnendapiat Izin Usaha

Penggllingan Padl, Huller dan Penyosohan Beras. i |
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. BAB NI
- TATA PERIZINAN

Pasal- 5 <l
' T

Permohonan izin usaha ditUJukan kepada Bupati Bombana.yang dileng

L

kapi d_engan :

a. Surat lzin Tempat Usaha (SITU) dan Izm Gangguan (HO) yang dikeluarkan oleh

~ Pemerintah Daerab; ,
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang d]keluarkan oleh Di

Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bc:mbana

¢. Tanda Daftar Usaha (T DU) yang dlkeluarkan oleh Dmas Pe
Bombana; _

d. Daftar isian tentang informasi usaha dan peralatan mesin , 535 |
e. Rekomendasi teknis. . - -s;-'- L

Pasal 6

Surat Izin Usaha Penggilingan Padi (SIUPP) drterbltkan oleh Bupati Borp
tempat kedudukan (Domisili) perusahaan dan berlaku untuk ]angka waktu 5 (lima) tahun

terhntung tanggal dlkeluarkannya, kecuali diperpanjang oleh pemberr

Pasal 7

]

[1]Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan penyosohan Beras yaing melakukan

_perubahan investasi yang mengakibatkan penlngkatan produk 30%

‘melebihi kapasitas izin yang diberikan Wa]lb memperoleh l!ZH"I perluasa!n.
(2) Perusahaan Penggilingan Padi yang rnelakukan perubahan tempat lokasi berdomlsﬂi

perubahan penanggungjawab dan atau perubahan peralatanu mesin penggerak

“instalasi dan mesin pengering, maka pemilik wajib mengajukan pne

dengan syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daera ini.

Pasal 8 -

'i".‘-

Pemberi izin dapat mencabut Surat Izin Usaha Penggilingan Pad: dalam hal
a. Kegiatan perusahaan yang bertentangan dengan Undang undamg! dan ketemban

Umum,;

b. Perusahaan melanggar syarat - syarat yang dltetapkan dalam suratj'

BAB v
PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9 i

.
Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohz;n:
Retribusi Perizinan Usaha, - , _;.‘g? iy

v
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BABYV i

- CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA ;

!n.

. Pasal 10

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan keglatan Usaha. ‘s o
“ ; ; ! ¥
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mas Perindustrian,

rtamah Kabupaten
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ltiga puluh persen)

ohonanl izin baru
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Berqs; diéolongkan
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BAB VI

| PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIE |
Pasal 11 ; 11

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarfif blaya d:dasarkan

pada tujuan untuk menutup biaya penyelanggaraan pembenan'.izm kegiatan usaha

~ dan Retribusi Daerah. BN i

{2) Khusus biaya penyelenggaraan pemberian izin keg1atan usaha sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) meliputi biaya administrasi dan’ biaya tekms berupa survei lapangan,
bimbingan dan penyuluhan, monitoring, pengendalian dan pengawasan :

Pasal12 ! , } :
(1) Setiap Surat Izin- Usaha Penggilingan Padi yang dlterbitkan aleh’ kepala Dinas

Pertanian Kabupaten Bombana dlkenakan biaya Retri!::umt Izin Usé 'a Penggﬂingan
Padi. : . SHE I

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzin Usaha Penggﬂmganl pgd, -sebhgaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : - 111! !.; oo

- Per PK ( satu daya kuda ) d1tetapkan sebesar Rp. 10 000 -

 BABVI ‘ "'IE
MASA RETRIBUS! DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANQ !

Pasal13 | 'i

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (hma] tahun d‘_'an: ditirijau atau
diteliti kembali pada set1ap tahun. o _

| Chiie s
Pasal 14 BRSNS N
Saat Retribusi terutang adalah pada saat dlterbitkannya Surat (etétapan ‘Retribusi
é ' .
i

Daerah (SKRD) atau dokumen lamnya yang dipersyaratkan :
: REE Poi

BABVI
WILAYAH PEMUNGUTAN' o

_ : Pasal15 AR
Retribusi yang terutang dlpungut dlwilayah Daerah tempat pela yanan 1zin usaha
diberikan. b : '5;1?- !i' |
- BAB IX 'f;-. i';j :
. TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16 I
1B
(1) Pemungutan Retibusi tidak dapat dlborongkan . ! ‘ ‘;
{2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen laiq ya_hg'dipefsamakan
dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SI{RDKBT). .
- BAB- X ' SRR
TATA CARA PEMBAYARAN " s

Pasal 17

(1) Pembayaran Retnbusi yang terutang dtlunasi sekaligus

"."5.':' ' _' "'1




BAB X
TATA CARAPENAGIHAN :it1. |

 Pasal 18 ERI R

é-!

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selan‘ubat—lambatnya 15 (llma belas) hari sejak

diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dlpersamakan, SKRDKBT| dan STRD.
|

(3) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat Pembayaran Retnbusr diatur dengan
Keputusan Kepala Daerah. - S SERIA b :

1
i
i
i
i

(1) Pengeluaran Surat teguraanenngatanlSurat lain yang se;ems sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 30 {tiga puluh) han jatuh
|

tempo pembayaran. , z

(2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal tegura!n/penngatan/surat
lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi 3 yang terutang =
P

(3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang se;enis sebagm;nana di
(1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang d:tunjuk

BAB XIl I

SANKSI ADMINISTRASI " i f '

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya

maksud dalam ayat

atau kurang bayar

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% {dua, persen) setlap bulan dari
besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan dltaglh dengan menggunakan

Surat Tag1han Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen lain yang dlpersyaratkan

BAB Xil SRS T
PENGAWASAN .0 |

Pasal20 |

Pengawasan atas. pelaksanaan pungutan sebagaimana dlmaksud pada .;P.lasal 13 adalah

Kepala Dinas Pertanian Daerah dan Kepala Badan Pengawasan' Daerah

dlmaksud disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerlma P e

]

BAB XIV R
PENYIDIKAN = .
Pasal 21 G

dan hasil pungutan

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan’ Pemer1n1L$1 Daerah di beri

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penylchka
bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam{Undan
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, - :

(2) Wewenang penyldlk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

i | tindak pidana di
g-undang Nomor 8

M
Il
H
1

a. Menerima, mencari, mengumpulkan- dan meneliti: keterangan atauf laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah as'ar k eterangan atau

~laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan. mehgenal

bréng prlbadl atau

badan tentang kebenaran perbuatan yang d1lakukan sehubungan dengan tindak

pidana Retribusi Daerah ;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pl’lbadl atau ibadan_’ sehubungan

dengan tindak pidana di bidang Retnbu51 Daerah;

-6 .-




~d. Memeriksa buky- -buku, catatan-catatan dan dokumen dokurfne'n
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; = 'if; |\ |

€. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 5
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta malakukan
barang bukti tersebut; e

f.  Meminta bantuan tenaga ahli dalam. rangka pelaksanan tugais :

lain berkenaan

(t | pémbukuan,
penyitaan . terhadap

i

i

. penYidikan tindak
pidana df Bidang Retribusi Daerah; SRR

'g. ‘Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang: memngnalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;dan memeriksa identitas
orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana d:maksud pada huruf €;

{ |
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Rel.nbulsi Daerah

i, Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dlperikLa sebagal tersangka
atau saksi; : P

j.  Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyldlkan tindak pldana di
bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dlperta ggungjawabkan

b -

R T R i
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(3) Penyidik sebagazmana dimaksud dalam’ ayat (1) membentahdkan dimulamya
penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada|Penun{ut Umum, sesuai
‘dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- undang Nomor 8. Tahun 1981_ tentang
‘Hukum Acara Pidana. - i_ AHIE

BAB XV SREEE
KETENTUAN PIDANA i o)
Pasal22 u :

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagalmapa dimaksud pada
Pasal 12 dan Pasal 19 sehingga merugikan keuangan Daerah’ dlancam pldana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda palmg banyak 4 (empat) I;:a i juimlah retribusi
terutang. i

(2) Pemungut Retribusi yang menyalahgunakan wewenangnya atau nLanipulasi data
tagihan serta menggelapkan dana hasil’ pungutan sehlngga n'eruglkan keuangan
daerah akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang - undang yang berlaku.

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelansrgaran o

BAB XVI _j
KETENTUAN PENUTUP % 11| |

Pasal. 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan - Daerah . lnu
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusqn

Pasal 24 - RNy

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Keputusan Penja bat Bupati Bombana

Nomor 62 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Sementara Peraturan Daerah Kabupaten

Buton khusus mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Buton ' Nomor i10 Tahun 2004

tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Padl dtcabut dan
dinyatakan tidak berlaku. | SN ! |

Pasa125 _-f;;;_:-' g 2 N

1

|

ise-fnan] ang mengenai
_Bppat_;i.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan . _: ;
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan penguncangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaterll Bombana
: !
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Diundangkan di Rumbia _
pada tanggal, 15 Agustus 2005

H. IDRUSEFFENDY KUBE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2004 NOMOR
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